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Abstrak 

Perkembangan hukum perusahaan telah memperlihatkan bahwa tugas dan tanggung jawab 

direksi dalam mengurus perseroan semakin berat, direksi dituntut untuk dapat mengambil 

langkah-langkah yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan kemajuan bisnisnya 

serta mengambil keputusan dengan tepat. Terdapat dua prinsip utama bagi direksi dalam 

menjalankan pengelolaan perusahaan dan mengambil keputusan yaitu Business Judgement 

Rule dan Good Corporate Governance. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana kedua 

prinsip tersebut diterapkan. Tujuannya untuk memahami betapa pentingnya kedua prinsip 

tersebut. Karena pada akhirnya setiap keputusan dan tindakan direksi yang mengatasnamakan 

perusahaan harus didasari dengan Business Judgement Rule dan Good Corporate Governance. 

Kata kunci : Good Corporate Governance, Business Judgement Rule, dan Direksi 

Abstract 

The development of corporate law has shown that the tasks and responsibilities of the board 

of directors in managing the company are increasingly challenging. Directors are required to 

take steps that generate profits for the company, promote its business advancement, and make 

decisions accurately. There are two main principles for directors in managing the company 

and making decisions: Business Judgement Rule and Good Corporate Governance. This 

research will examine how these principles are applied, aiming to understand their 

significance. Ultimately, every decision and action taken by the board on behalf of the company 

should be grounded in the Business Judgement Rule and Good Corporate Governance. 

Keywords: Good Corporate Governance, Business Judgement Rule, and Board of Directors.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I Latar belakang masalah 

 

Tata kelola perusahaan yang baik atau biasa dikenal dengan Good Corporate 

Governance telah mengemuka di Indonesia sejak tahun 1997. Bangsa Indonesia 

mengalami krisis ekonomi yang kemudian sangat berdampak pada perekonomian 

Indonesia, hal ini terjadi salah satunya karena rendahnya penerapan Good Corporate 

Governance di Indonesia. Kemudian Indonesia berusaha bangkit dari keterpurukan 

ekonomi tersebut dengan mulai memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik yang 

dijalankan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Good Corporate Governance 

diterapkan disemua lini masyarakat, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

karena dianggap penerapan prinsip Good Corporate Governance pada BUMN akan 

menghasilkan dampak besar terhadap pemulihan perekonomian di Indonesia.1  

Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia khususnya pada perusahaan 

BUMN dimulai sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan 

Pembinaan BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM.PBUMN/2000 tentang 

Pengembangan Praktek Good Corporate Governance dalam perusahaan perseroan. 

Kemudian pada tahun 2002 Menteri BUMN mengeluarkan Keputusan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Kewajiban penerapan praktik 

Good Corporate Governance pada BUMN. Pada Pasal 1 huruf (a) KEP-117/M-

MBU/2002 tersebut mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai proses dan 

struktur yang harus digunakan oleh organ BUMN terutama direksi untuk meningkatkan 

 
1 Dedy Djefris, “Implementasi Good Corporate Governance dan Etika Bisnis pada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN): Antara Harapan dan Kenyataan”, Jurnal Akuntansi & Manajemen,Vol. 3, No.1 (2008) hlm. 47-57. 
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keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk memajukan perusahaan dalam 

jangka panjang dengan tetap  memperhatikan kepentingan stakeholders lain, peraturan 

perundang-undangan, dan nilai etika.  Kemudian seiring dengan berjalannya waktu 

melihat kegiatan dunia usaha yang semakin dinamis keputusan tersebut diperbaharui 

melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 

/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan 

bahwa BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governance secara berkelanjutan 

dan konsisten. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam peraturan tersebut 

yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran. 

Dalam peraturan BUMN tersebut Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad 

baik untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud serta tujuan dari BUMN.  

Perkembangan hukum perusahaan telah memperlihatkan bahwa tugas dan 

tanggung jawab direksi dalam mengurus perseroan semakin berat, direksi dituntut 

untuk dapat mengambil langkah-langkah yang menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan dan kemajuan bisnisnya serta mengambil keputusan dengan tepat sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun, 

terkadang dalam pengambilan keputusan tersebut terdapat kelalaian yang kemudian 

merugikan perusahaan atau merugikan keuangan negara dalam konteks Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan tentu 

tidak dapat melakukan keinginannya sendiri, sehingga perlu adanya tindakan dari 

direksi untuk merespon keputusan secara cepat dan tepat dalam rangka merespon dunia 

bisnis yang sangat dinamis.2 Dalam pengambilan keputusan bisnis tersebut Direksi 

 
2 Gita Wanda Sesara Amir, “Konsep Penerapan Prinsip Business Judgement Rule pada Keputusan Direksi 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”, Jurnal Program Magister Hukum, Vol. 1, No. 1 (2020) hlm. 214. 
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diberikan keleluasaan dan perlindungan hukum, yang kemudian prinsip tersebut 

dikenal sebagai Business Judgement Rule (BJR). Penerapan dari prinsip tersebut 

dimaksudkan untuk melindungi keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi, selama 

keputusan bisnis tersebut diambil dengan mengedepankan asas tata kelola perusahaan 

yang baik, memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

maka direksi dianggap telah menjalankan perusahaan dengan itikad baik meskipun 

risiko bisnis tidak dapat dihindarkan.  

Namun ternyata tidak semua keputusan Direktur BUMN yang menimbulkan 

kerugian dianggap sebagai keputusan bisnis dan dilindungi oleh BJR. Seperti pada 

kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu kasus Direktur Utama PT Merpati 

Airlines (“Merpati”), Hotasi Nababan. Dalam kasus tersebut Hotasi Nababan 

mengambil keputusan yang akhirnya mengakibatkan kerugian pada Merpati. Kasus 

tersebut menjadi penting untuk dibahas karena keputusan bisnis yang diambil oleh 

Hotasi Nababan tidak dianggap sebagai bagian dari cerminan prinsip BJR, mengingat 

keputusan yang diambil Hotasi Nababan menyebabkan kerugian keuangan negara. Atas 

kerugian ini, pengadilan memutuskan memberikan vonis penjara 4 tahun pada Hotasi 

Nababan. Penulisan Tugas Akhir (TA) ini akan meninjau Putusan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi dan hasil banding serta kasasi dari kasus Hotasi Nababan, khususnya 

dalam mengedepankan prinsip Good Corporate Governance serta meninjau 

implementasi prinsip Business Judgement Rule. 

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Wildayanti dan Kasjim Salenda tahun 

2022 yang berjudul “Penerapan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) Terhadap 

Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas”, membahas mengenai penerapan BJR pada 

Direksi perusahaan dengan membahas sedikit kasus Hotasi Nababan. Perbedaan 

penelitian tersebut dengan tugas akhir ini terdapat pada penjabaran kasus posisi, 
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pertimbangan hakim MA, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance. 

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada penerapan Business Judgement Rule pada 

kasus Hotasi Nababan tetapi juga membahas mengenai penerapan Good Corporate 

Governance dalam pengambilan keputusan oleh Hotasi Nababan. 

 

I.II Rumusan masalah 

1. Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengambilan 

keputusan oleh direksi Perusahaan yang mengakibatkan kerugian negara (kasus Hotasi 

Nababan, Direktur PT Merpati Airlines)?  

2. Bagaimana prinsip Business Judgement Rule yang diterapkan dalam kasus Hotasi 

Nababan, Direktur PT Merpati Airlines?  

 

I.III Tujuan penelitian 
 

1. Mengetahui penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam kasus Hotasi 

Nababan, Direktur PT Merpati Airlines ditinjau dari putusan Pengadilan Tipikor dan 

Mahkamah Agung. 

2. Mengetahui penerapan konsep Business Judgement Rule  dalam kasus Hotasi Nababan, 

Direktur PT Merpati Airlines.  

 

I.IV Kegunaan penelitian 

 

Penelitian ini dirasa cukup penting terutama bagi direksi dan petinggi BUMN 

untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, praktek penerapan prinsip Good 

Corporate Governance harus menjadi dasar dalam pengelolaan perusahaan dan 

pengambilan keputusan oleh direksi. Karena nyatanya penerapan prinsip BJR tidak 
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selalu dapat melindungi direksi dalam pengambilan keputusan yang berisiko pada 

kerugian, seperti halnya pada kasus Hotasi Nababan. Penelitian ini merupakan langkah 

awal studi akademik yang menganalisis prinsip Good Corporate Governance sebagai 

dasar pengelolaan dan pengambilan keputusan oleh Direksi. Penelitian ini juga 

bermaksud menunjukkan bahwa prinsip Business Judgement Rule tidak serta merta bisa 

digunakan oleh para pihak, karena membutuhkan pembuktian lebih jauh terutama bila 

menyangkut kasus korupsi.  

 

I.V Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan menarasikan data-data 

yang telah diperoleh dengan baik yang bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang 

layak.3 Penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, mendeskripsikan, 

menemukan, dan menggambarkan objek penelitian dengan lebih menekankan makna. 

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan dan pendekatan kasus. 

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah 

peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan kasus yaitu menggunakan studi atas 

putusan yang menimpa direktur PT Merpati Airlines yaitu Hotasi Nababan yang 

terjerat kasus korupsi karena dianggap lalai dalam mengambil keputusan dan 

mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kedua pendekatan tersebut digunakan 

sebagai alat bantu dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

 
3 M. Rijal Fadli, 2021, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif” Humanika, Kajian Ilmiah Mata 

Kuliah Hukum, Vol. 2 No. 1 (2021), hlm. 35. 
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